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Semeniok bergulirmya UL Nomer 22 wabun 1999, pertanvaan vang paling mendasar adaloh, meampnkal
Daeral meloksanakan kewenangan ottnomma secara mandivi, ofektlf dan berhasil® Keraguan ini
didasari ofeh fokta batrwa selama mava berlalaona UL Nomor 5 tahun 1974, kapasias don kneria
Pemerintgh Dagrah tidek begity menonjol. Segala seswory vang berhubungan dengan struktur
keorganisaxtan dan fungs ketataloksanaan lebih dikendalikan dard alas, Akibamyva, kemampuan vang
ditunfukian selama inl dapat dikatakan kemampuan yvang remu. Oleh kovena (e wntuk menjamin
terxelenggaramn. deseniralizasi secara wiuh dan  berkesingmbungon, perly ditempuiht program
pengembangan kaparitay aparatur. Dan Kapasitas vang terpenting unink dibangun pada ahap awal
adalah kapasiey SDM. Kaparitay SDM ini diharapkan akar menjad] trigger waibk moninghaikan
kapasias hidang-fidang lairnve (keuongon, infrastrukton. dan sebogaimal

Pendahuluan

Adalah kenyatean bahwa "penyeragaman”
merupakan nafas desentralisasi model UU
Nomor 5 tahun 1974, Dalam aspek
kelembagasan misalnya, nomen-klatur,
eselonisasi. depariementasi, seria tugas
pokok dan fungsi pemerintehan daerah
adalah sama. Sementara dalam aspek ketata-
laksanaan, kecil sekali dimungkinkan adanya
keragaman dalam sistem dan prosedur
hubungan kerju / koordinasi. metode dan
jenis-jenis pengawasan, mekanisme
perencanaan, dan sebagainya. Demikian juga
halnyva pada aspek kepegawaian, adalah hal
vang tidak lazim untuk menciptakan sistem
dan substansi diklat, pembinaan personil,
maupun strategi peningkatan produktivitas
kerja secara khusus. Secara sistematis,
pemerintah Pusat telah menetapkan
kebijakan dan berbagai perangkat peraturan

59

pelaksanaannya yang menjadikan Daerah
sebagai “bayang-bayang" Pusat. lwlah
sebabnya, Daerah selalu menunggu petunjuk
dan pedoman umum dan teknis dalam
berbagai bidang. baik vang berbentuk PP,
Keppres, Kepmen/Permen, sampai  Surat
Edaran Dirjen. Kenyataan ini pulalah yang
membentuk kesimpulan umum bahwa pada
masa lalu politik dekonsentrasi (vang pada
hakekatnya adalah sentralisasi semu) lebih
dominan dibanding desentralisasi.

Begitu bandul kewenangan berbalik kearah
yang berlawanan, pemerintah daerah laksana
ayam vyang baru dilepas dari induknya,
Meskipun kewenangan secara luas sera
sumber-sumber daya yang diperlukan telah
diserghkan, namun tetap ssja menimbulkan
kekhawatiran bahwa Pemerintah Daerah
tidak akan mampu mengelola kewenangan
dan sumber daya baru tersebut. Kebiasaan
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“dituntun dan dibimbing" dalam prakieknya
tidak pernah mendewasakan aparat daersh,
Justru sebaliknya menjadikan mereka
kehilangan orientasi ketika dihadapkan pada
tuntutan untuk mandiri. Dengan demikian,
keraguan bahwa otonomi daerah dapat
terlaksana dengan baik, bukanlah sesuatu
vang berlebihan,

Walaupun demikian, keraguan tersebut dapat
dibuktikan sebaliknya jika pemerintah
daerah memiliki kapasitas vang memadai
untuk menjalankan seluruh kewenangan
rumah tangganya. Dalam hal ini, diperlukan
dukungan yang optimal dari aspek SDM,
kewangan dan prasarana. Namun, diantara
ketiga sumber daya ini, fakior SDM jelas
menjadi kunci dalam pengembangan
kemampuan atau kapositas Pemda secara
menveluruh. Sebab, SDM aparatur yang
unggul tidak saja menjadi prasyarat untuk
dapat merumuskan dan melaksanakan
kebijakan secara baik, namun juga dapat
mendorong tumbuhnyva kapasitas non
manusia (keuangan, prasgrana) secarg
optimal. Oleh karena itlah tulisan ini
mencoba memfokuskan pentingnva
pembangunan kapasitas SDM dalam era
otonomi dewasaini,

Otonomi Daerah dan Pengembangan
Kapasitas SDM

Keberadaan SDM yang tepat secara
kuantitas maupun kualitas, sangat dibutuh-
kan dalam penyelenggaraan pemerintahan di
daerah. Sebagaimana dinyatakan oleh Joseph
Riwukaho (1988), SDM merupakan salah
satu faktor penentu keberhasilan
implementasi otonomi daerah. Dalam

wacana tentang deseniralisasipun, SDM atau
personalia merupakan faktor determinan
vang harus tersedia dan melekat dalam
pelaksanzan kewenangan peme-rintahan,
sefain faktor pembiayaan dan prasarana (3P).
Itulsh sebabnya, UU Nomor 22 tahun 1999
pasal B secara implisit juga menckankan
pentingnva pemenuhan terhadap ketiga
prasyarat tersebul dengan menyatakan:

"Kewenangan pemerintahan Vang
diserahkan kepada daerah dalam rangha
desentralisasi harus dizserrai dengan
perverahan dan pengafihan pembicyvaan,
sarana dan prasarana, seria sumber dava
manusia sexual dengan kewenangan yvang
diserahkan tersebut”.

Pernyataan tersebut mengandung
pemahaman bahwa tanpa disertal dengan tiga
hal di ates, kebijakan desentralisasi
nampaknya akan menemui hambatan jika
tidak dikatakan mengalami kegagalan. Oleh
karena itu, pembinaan dan pengembangan
SDM untuk mewujudkan sosok aparatur
vang profesional, berpandangan kom-
prehensif, bervisi modern, bermoral tinggi
dan berkomitmen kuat terhadap pelayanan
umum, mutlak diperfukan,

Sayangnya, berbagai upaya pemba-
ngunan SDM  (human developmenm: dan
fuman mvesiment) yang telah dilaksanakan
belum mampu menghasilkan sosok dan
kinerja aparatur schagaimana yang
diharapkan. Dengan kata lain, knpasitas atau
kemampuan SDM di daerah relatif masih
rendah. Hal ini sesuai pula dengan hasil
penelitian LAN tentang Capacity Building
(2000} yang menyimpulkan adanya indikasi
bahwa daerah masih lemah dalam
mengembangkan kapasitas yang
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dimilikinya. Bahkan dan sembilan aspek
vang diteht. SDM merupakan aspek
terlemah. Disisi lain. dalam menilai tingkat
kesiapan aparatur dalam e otonomi.
teskipun mayoritas responden menyatakan
"siap". namun dari berbagai fenamena vang
ada dapat diindikasikan yang schaliknya,
Beberapa fenomena yang divakini akan
menjadl penghambat dalam membangun
kompetensi SDM amara lain: kurangnya
motalitas dan disiplin aparai, kurang
meralanya distribusi pegawal, rendahnya
motivasi. inovasi dan kreativitas kerja.

Menghadapi fenomena seperti itu.
eagasan Grindle (1997) yang menempatkan
pengembangan kapasitas SDM  schaga
prioritas dalam program capacity butlding.
perlu dipertimbangkan oleh jajaran
pemenntah daerah Dalam kaitannya dengan
aspck SDM. maka pengertian eapacih
building disini lebih diarahkan pada konsep
vang dikembangkan Bank Dunia (1997)
vaitu bahwa: "Capacity building refers to
investment in people, institutions, and
practises that will, together, enable countries
in the region lo achieve their developmen:
ehjectives”.

Pemahaman tentang kapasitas SDM
dalam hal ini tidak dibedakan dengan
kompetensi. Artinva. SDM dengan kapasitas
vang unggi hanva dapat diwujudkan jika
mercka memiliki kompelensi vang prima.
Scbaliknya, keunggulan kompeiensi akan
menghasilkan profil kapasitas terbaik SDM.
Adapun konsep tentang kompetensi
(eompetence) terdin dan beberapa aspek
schagaimana dikemukakan Sedarmavanti
(2001) yang mengutip beberapa sumber
scbagai berikut:

. Compelence encom-passes
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organizatton and planning of
wark,  no-vation anmd  coping
With non-routine activities. It
includes those qualities of
personal effectiveness that are
required in the workplace (o deal
with co-warkers, managers, and
customers (Training Agency,
149BE)

. Competence is an ability and
willingness 1o perform @ lask
(Burgoyne, 198%)

= Competence s behav-ioral
dimensions that affect job
performance (Wood-mffe, 1990)

- Anv mdiidual  charae-reristic
that can be measured or countee
reltabiv and that can be shown 1o
differentiate significantly
berween effective and ineffective
performance (Spencer, 1990)

. The fundamenial abil-ities and
capabilities needed 1o do the job
well (Furnham, 1990)

. Anv personal trait, characteristic
o skl which ean be shown fo be
directly finked o effective or
vwistanding job performance
(Murphy. 1993; Armstrong.
1989)

Walaupun dukungan SDM vang
memiliki kapasitas linggi sangat krusial bagi
suksesnya program olonomi Seria
pembangunan di daerah. tidak berarti balnwa
semakin banvak pegawal semakin linggi
peluang meraih sukses. Sebab, jumlah
pegawal vang terlalu banyak akan berimpli-
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kasi paling tidak pada dua hal, vakni:

I.  Menjadikan beban anggaran daerah
semakin berat, sebab alokasi
pembiayaan akan banyak terserap
untuk belanja pegawat.

F, Exeess of supply pegawai selanjutnya
berpeluang besar dalam menciptakan
Klim Ketjz yong Kursng Kondusif,
seperti "pengangguran tidok kentara®,
mengurangi spirit kompetisi antar
pegawal, ketidakseimbangan antara
beban kerja dengan tenaga kera, dan
sebagainya.

Berdasarkan prinsip bahwa jumiah
pecawai vang fepat akan menghasilkan
kinerja otonomi yang optimal tersebut, maka
kebijakan vang berorientasi kepada
penambahan SDM perlu dipikirkan kembali

Kriteria Kemampuan

SDM Deskripsi di atas menggam-
barkan bahwa proporsi yang tepat antara
jumlah SDM dengan beban kerja
(kewenangan otonom) akan berimplikasi
kepada keberhasilan meningkatkan kinerja
pemerintzh daerah, Penambahan SDM bisa
dipandang sebagai hal yang positif sepanjang
belum melebihi batas optimum. Sampai
batas optimum ini, kinerja otonomi daerih
dapat didorong dengan strategi ekstensifikasi
pegawai. Namun pada titik tertentu,
penambahan pegawai justru akan menyebab-
kan kineria ofonomi menjadi menurun,
dikarenakan alasan-alasan vang telah
dikemukakan di atas. Dengan kata lain, pada
titik optimum ini akan berlaku the law of
diminishing returns. Artinya, penambahan

faktor input pada suatu organisasi akan
menimbulkan dampak yang sebaliknya pada
faktor outpuinva,

Sebazai |lustrasi, gambar 3.1. di
bawah menggambarkan bahwa penambahan
pegawal (sumbu %) sampai tingkatan ke-5
akan menyebabkan kurva bergerak naik ke
atas atan slepe upword hingga koordinat A
(5, 5). Dengan kata lain, proporsi yang tepat
antara jumizh SDM dengan beban kerja
(kewenangan otonom) akan berimplikasi
kepada keberhasilan meningkatkan Kinerja
pemerintah dacrah, Penambahan SDM bisa
dipandang sebagai hal vang positif sepanjang
belum melebihi batas optimum. Namun
setelah uitik ini, penambahan pegawai dari 5
menjadi 6 akan menvebabkan kurva turun ke
koordinat B (6, 4).

Dalam hal ini dapat dibuat perbandingan
total produktivitas antara A dan B, dimana

Total Produktivitas = jumlzh pegawai x
kinerja vang dicapai, maka:

Total Produktivitas A=5x5=25

Total Produktivitas B=6x4=24

Dari proksimasi perhitungan di atas dapat
disimak bahwa total produktivitas A lebih
baik dibanding B. Oleh karena itu,
penambahan pegawat sebagai faktor input
justru akan menurunkan tingkat
produktivitas. Dan jika panambahan tewp
dilakukan, maka penurunan produktivitas
gkan terus berlanjut. Dalam kasus ini,
rekrutmen pegawail mutlak harus dihentikan,
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Gambar 1.
Mode! Pengaruh Jumlah Pegawai Terhadap Kinerja Otonomi Daerah

Jika jumiah pegawal sudah menca-
pa titlkk jenuh sementarn ekstensifikas
pegawal masih berjalan, maka akan tenjadi
apa vang dissbul Parkinson Law atau
hirokratisasi parkinsonian. vakni suatu
kondisi dimana birokrasi pemenntah
'berkembang biak' tanpa terkendali sehingga
menjadikan twbub birokrasi sangat gemuk
vang dicirikan oleh rentang kendali (sparn of
confrof) yang panjang. wmpang tndih antara
fungsi vang satudengan vang lain (fisrctional
overfop) alap antara lembaga vang satu
dengan lembaga vang lain (institutional
overlap), prosedur kerja vang berbelit-belit.
serta pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen
{perencanaan, pengawasan, koordinasi) vang
cendcrung  sentralisus. Pada pilimnnya.
birokratisasi parkinsenian inmi akan
mendorong lahimya birokratisas: arwellian,
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yakm suatu sistem birokrasi vang memiliki
kekunsaan sangsl besar (excessive power)
schingga cendemmg membatasi kebebasan,
mang permk, kreativitas dan  partisipasi
publik.

Permasalahanmya adalab, bagaima-
na menentukan tink optimum alau proporsi
vang ideal amtam jumlah pegawai dalam
rangka mendorong kinerja otonomi daerah,
sckaligus menghindari kemungkinan
munculnya birokratisasi parkinsonian atau
orwellian 7 Dalam hal i, banyaknva
pegawai dapal diprediksikan dan beberapa
kriteria antara lain:

1. Perbandingan Jumlah Pegewai Dengan
Jumlah Penduduk
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Jumlah penduduk biasanya
merupakan prasyarat yang sangat
penting dalam menentukan suatu
kebijakan yang berkaitan dengan
struktur kelembagaan, strukiur kepega-
waian, atau stouktur keuangan, Oleh
karena itu, wajarlah jika kriteria jumlah
penduduk ini selaly dijadikan
pembanding dalam mendesain pemben-
tukan suatu organisasi pemeriniahan
(misalnya Kabupaten | Kota / Kecama-
tan / Kelurahan, Dinas, dl). Jumlah
penduduk juga menjadi rujukan dalam
upava penetapan eselonering suatu
jabatan, rekrutmen pegawai, dan

sebagainya.

Jumlah penduduk merupakan
kriteria yang mencerminkan beban kerja
pelayanan vang harus diberikan oleh
gparat Pemda, Oleh karena i, prinsip
umum yang digunakan adalah bahwa
semakin besar jumlsh pegawai vyang
berarti ssmakin kecil rasio antara jumlah
pegawai dengan jumlah penduduk,
maka fungsi pelavanan akan semakin
baik. Dengan kata lain. semakin kecil
rasio maka semakin besar kemampuan
SDM  (catatan: hukum d&iminishing
returns letap berlaku dalam Kasus ini),

Perbandingan Sumlah Pegowai Dengan
SumlahJabaran Seruktural

labatan struktural merupakan
posisi vang membutuhkan kemampuan
managerial pada level tertentu.
Asumsinya, seorang pejabat struktural
memiliki kapasitas untuk meng-
organisasikan sumber-sumber dava
yang ada untuk mengoptimalisasi tugas
dan fungsinva. Dengan demikian,

banvaknya jabatan struktural akan
mencerminkan secara relatif keter-
sedigan pegawai vang memiliki
kapasitas kepemimpinan di daerah.

Meskipun demikian, prinsip
umum bahwa semakin banyak pegawai
{vang menduduki jabatan struktural)
semakin besar kapasitas SDM daerah,
tidak berlaku. Sebab, jabatan strukturai
yang terlalu banyak selain akan
membebani anggaran, juga mempersulit
proses koordinasi maupun pelaksanaan
fungsi-fungsi manajemen lainnya. Ini
berarti bahwa hukum diminishing
returns juga berlaku untuk kasus mi.

Perbandingan Jumlah Pegawai Dengan
Jumlah Jabatan Fungsional,

Jabatan fungsional merupakan
posisi yang membutuhkan keahlian dan
atau keterampilan tertentu pada bidang
tertentu. Dengan demikian terdapat
asumsi bahwa semakin banvak pejabat
fungsional berarti semakin banvak
pegawai vang memiliki keahlian dan
keterampilan khusus dalam rangka
penyelenggaraan otonomi daerah. Ini
berarti pula bahwa banvaknya jabatan
fungsional akan mencerminkan secara
relatil kapasitas di daerah. Namun perlu
diingat kembali tentang Kemungkinan
munculnya kendala anggaran jika jenis
jabatan ini terus dikembangkan.

Perbandingan Jumlah Pegawai Dengan
Tingket Pendidikan Pegawal,

Tingkat pendidikan formal
pegawai pada umumnya dapat
digunakan sebagai indikator untuk
mengukur kualitas SDM pada suatu
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organisasi. Dalam hubungan ini. jenjang
pendidikan SD hingga SLTA sering
dianalogikan dengan SDM dengan
kemampuan rendah. sedangkan jenjang
51 ke atas diinterpretasikan sebagai
SDM dengan kapasitas tinggi dan
kompetitif

Diterapkan pada kasus di
dacrah. maka jika proporsi pegawai
vang berpendidikan 8D SLTA lehih
besar dibanding S| ke atas. berarti
kapasitas SDM di daerah tersebut relatif
rendah, Sebalikmya, kapasitas SDM
dapal discbut baik atau tinggi jika
Jumlah pegawai S1 ke atas lebih banyvak
dibanding SLTA ke bawall Walaupun
demikian tdak berarti bahwa Pemda
perfu berusaha uniuk meningkatkan
taraf pendidikan pegawal menjadi S1 ke
atas secara keseluruhan Schab. tugas-
tugas teknis sebagal penunjang terhadap
(ugas-tugas mamjernal ietap dibutnhkan
Dengan demikian, Pemda sendinlah
vang perlu menctapkan strukiur
pendidikan vang ideal atau propomsi
terbaik antara jenjang pendidikan
"leknis pelaksana” dengan "managenal
perencana”.

Forbandingan Jumlah Pegawat Denigan
Besaran Atauw Lwas Kewenongan
Daerah

Sejak UL Nomor 22 tahun 1999
digulirkan, besaran atau luas kewena-
ngan daerah meningkal secara
signifikan. Implikasinya, uniuk dapat
menjalankan kewenangan secara baik,
dibutuhkan dukungan fakior-faktor
penunjang, dalam hal ini SDM vang
memadai. Atas dasar hal lersebul, maka

sccara asumtif dapat dikatakan bahwa
makin besar kewenangan makin
dibutuhkan keberadaan SDM vang lebih
besar pula. Atau, semakin kecil rasio
antara pegawal dengan  kewenangan
berart: semakin besar kapasitas SDM.

Hanva saja. sampai sant i schagian
besar daerah {(Propinsi. Kabupaien.
Kota) di Indonesia belum memiliki
rincian yang deflinitil tentang
kewenangan daerah vang bersangkutan
Oleh karena itu, perbandimgan jumiah
pegawil dengan besaran atau loas
kewenangan daerah belum dapat
dilakukan dalam penelitian ini

Perbandingan Jumlah Pegavat Déngan
Aset Kekavean Dacrah

Sebagaimana halnvabutir 4 di atas. aset /
kekavaan | sarpras menupakan salah sty
[akiorvang mendukung otonomi dacmh.
Dalam hubungan ini, penguasaan asst |
kekavaan wang semakin besar
migimbutuhkan SDM pengelola vang
semakin besar Unwmk im, 1erdapa
asumsi serupa bahwa semakin besar asel
{ kekayaan yang dimiiiki, maka
dibutuhkan SDM yang semakin besar
pula. Dengan kata lain, semakin kecil
rasio anlara pegawai dengan besaran
asct ( kekavaan, berarti semakin besar
kapasitas SDM

Sayangnya, sampai saal ini scbagian
besar daerah di Indonesia belum
meny elesaikan identifikasi aset [/ keka-
vaan. khususnya yang berasal dari
proses pengalihan dari instansi vertikal
di daerah. Oleh karena itu, perbandingan
jumlah pegawai dengan besaran asel /
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kekayaan dasrah juga belum dapat
diprediksikan.

Saty hal yang perlu ditekankan
disini adalah bahwa kelima macam proporsi
atau perbandingan di atas tidak ada standar
ideal vang berlaku secara universal, Untuk
itu, dazrah perlu mengevaluasi tingkat
kinerja SDM yang dimiliki, dibandingkan
dengan faktor-faktor pembandingnya.
Sebagai contoh, jika terdapat fakts sdanva
pegawai yang tidak menggunakan wakiu
kerja secarn efektif, berarti telah terjadi
fenomena pegawai vang berlebih (excassive
fabor), Atau, jika terdapat tanda-tanda
tumpang tindih atau duplikasi antara mstansi
vang safu dengan vang lain, kemungkinan
telah berkembang tvpe organisasi vang
hierarkis-birokratis vang berorientasi
struktural. Dengan kata lain, standar ideal
perbandingan jumlah SDM dengan faktor-
faktor pembandingnya sesunpguhnva
tergantung kepada kondisi obyektif dari
suatu daerah tertentu.

Indikasi Data Empirik € Daerah

Untuk mengevaluasi keenam
kriteria di atas, tulisan ini akan mengambil
simulasi & daerah terdiri dari 2 Propinsi (Jawa
Timur dan Jambi), 2 Kota (Surakara dan
bandung) serta 2 Kabupaten (Kutai
Kertanegara dan Serang). Namun mengingat
bahwa hingga saat ini belum terdapat
identifikasi terhadap kriteria ke-3 dan ke-5,
maka tulisan baru dapat mengindikasikan
potensi SDM di daerah berdasarkan empat
faktor pembanding vaitu: jumiah penduduk,
jumiah jabatan strukiural, jumlah jabatan
fungsional, serta jenjang pendidikan
pegawai.

Dilihat dari rasio jumiah pegawai
terhadap jumlah penduduk, data yang ada
menunjukkan bahwa pada level Kabupaten /
Kota, persentase terbesar ditemukan di Kutai
Keranegara dengan 1,62%, disusul Kota
Bandung (0,94%), Surakarta (0,49%) dan
Serang (0,38%). Angka ini cukup wajar
mengingat jumlah penduduk di Kutai yang
nola bene adalah daerah luar Jawa, relatif
lebih sedikit dibanding daerah di Pulau Jawa.
Sedangkan dalam kasus Kota Bandung,
persentase yang cukup besar lebih meng-
gambarkan jumlah pegawai yang cukup
besar. Sementara itu, pada level Propinsi,
Jawa Timur hanya memiliki pegawai 0,03%
dari total penduduk, sedang proporsi
pegawal Jambi terhadap pendoduk sebesar
0,22%. Hal ini, sekali lagi, mengindikasikan
bahwa terdapat perbandingan yang kurang
seimbang antara kondisi di Jawa dengan di
luar Jawa. Selain i, perlu dikemukakan di
sini bahwa analisis dan interpretasi terhadap
kondisi Propinsi dan/Kabupaten / Kota perlu
dibedakan mengingal bahwa perhitungan
penduduk Propinsi didasarkan pada toral
penduduk Kabupaten / Kota di dalam
Propinsi vang bersangkutan. Adapun data
tentang rasio jumlah pegawai dengan jumiah
penduduk dapat dilihat pada tabel di bawah
mu
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Tabel | Rasio Jumlah Pegawai Terhadap Jumlah Penduduk

Daerah Sarvei Rasio (%)
i Prop. Jawa Timur 0,03
2 Prop. Jambi 0,22
3 Kab, Kutai 1,62
Kertanegara
4 Kab. Serang 0.38
3 Kota Surakarta 11,49
fi Kota Bandung 0.94

Sumber: Kuesioner Penelitian tentang Tdentifikasi Kemampuan SDA, PKDA 1 LAN

Bandung. 2001 (diotah)

Selanjutnva dari rasic jumlah
pegawai terhadap jumliah jabatan struktural,
padu leve! Propinsi menunjukkan gejala vang
sghaliknya dari rasio terhadap jumlah
penduduk. Dalam hal ini, Jawa Timur
termyata memiliki persemtase yang lebih
besar (19%) dari pada Jambi vang hanya
14%. Namun pada level Kabupaten / Kota
masih terdapat kesamaan, dimana Kutai
masih merupaken dagrah olonom dengan
persentase terbesar yakni 35%, diikuti oleh
Surakarta (15%%), Serang (7%0), dan Bandung
{2%). Implikasi vang dapat diinterpretasikan
dari hal tersebut adalah bahwa persentase
vang kecil dapat dianggap sebagai wujud
ramping struktur (/ean structures) tetapi kaya
fungsi (rich in functions). Disisi lain dapat
ditafsirkan bahwa daerah dengan persentase
jabatan struktural yang besar cenderung
memiliki SDM dengan kemampuan
manajerial vang memadal, sesual dengan
tuntutan jabatan.
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Sementara dalam rasic terhadap
jabatan fungsional hanva Propinsi Jawa
Timur dan Jambi yang memberikan
informasi temang keberadaan pejabat
fungsional. Sedangkan untuk daerah
Kabupaten / Kota vang disurvei, semuanya
menyatakan bahwa mereka tidak atau belum
memiliki pejabat fungsional (misalnya
peneliti, widyaiswara, pranata komputer,
arsiparis, dll), Khususnya di lingkungan
Sckretariat Daerah. Akan tetapi, untuk
lingkungan Pemda secara keseluruhan,
jabatan fungsional pasti ada di suatu daerah,
misalnya dokter, puru, dan sebagainym.
Adapun data tentang rasio jumlah pegawai
dengan jumlah jabatan struktural dan
fungsional dapat dilihat pada tabel di bawah
ini.
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Tabel 2.
Rasio Jumiah Pegawai Terhadap Jumlah Jabatan Struktural dan
Fungsional

Daerah Survel

Struktureal Fungsional

| | Prop. Jawa Timur

2 | Prop. Jambi 14 4
3 | Kab, Kutai Keranegara 35 1]
4 | Kab. Serang | 7 ]
5 | Kota Surakarta 15 i
6 | Kota Bandung f: {

Sumber : Kuesioner Panelitian temtang [dentiffkasi Kemampuan SDA. PEDA | Lan

Bandung. 2001 (diolah

Aspek berikutnva vang dikaji
adalah perbandingan pegawai dengan
jenjang pendidikan. Mamun seperti telah
dijelaskan dalam bahasan tentang kriteria di
atas, pegawal dengan jenjang pendidikan
SLTA ke bawah tidak diperhitungkan sebagai
faktor pendukung terhadap pengembangan
kapasitas SDM. Artinya, hanva total pegawal
dengan tingkat pendidikan formal §1 ke atas
vang akan dipertimbangkan,

Dalam hal ini, data lapangan
menunjukkan bahwa kapasitas SDM di Pulay
Jawa jauh lebih baik dibanding di luar Jawa,
Sebagai contoh, perbandingan pegawai
berpendidikan 51 ke atas dengan total
pegawai di Jawa Timur adalah sebesar 47%,

sedangkan dj Jambi masih berada di kisaran
31%. Demikian pula di level Kabupaten /
Kota, Kota Bandung menipakan daerah
dengan pegawai berpendidilkcan tinggi, vakni
sebanyak 40 %o, ditkuti oleh Surakarta (27%).
Serang (1 6%), dan Kutai Kertancgara (15%0).
Fakta ini dapat diinterpretasikan bahwa
kapasitas SDM di Kota Bandung paling baik
dibanding daerah lain vang diteliti.

Meskipun demikian, ada fenomena
menarik tentang pegawai dengan pendidikan
SD. Ternvata, di wilayah luar Jawa,
keberadaan pegawai dengan pendidikan SD
sudah sangat sedikit, masing-masing sebesar
0% di Jambi dan hanyva 3% di Kutai, Padahal
di Jawa, masih cukup banvek pegawai 'kelas
bawah' ini, misalnya di Jawa Timur sebanyvak
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3%, Bandung 4%, Surakarta 11%. bahkan
Serang masih "sangat hesar" dengan jumlah
|4%. Adapun data tentang rasio jumlah

pegawai dengan jenjang pendidikan pegawai
dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.
Rasio Jumlah Pegawai Terhadap Jenjang Pendidikan Pegawai (dalam %)

i Prop. Jnwno Timur 3 [ 34 44 3 i 47
P Prop Jambi ] 13 ) 31 U Il 3
3 kab. Kiln hefancgara 3 f ki 1.4 ] i 1%
4 | Kah Serang 14 5 6 15 I 1] 16
5 Kotd Surakarte il 4 41 6 | ] 27
| Kot Hun.l:lun& 4 5 50 40 ik [ R | Ak

Somber kucsioner Penelitian tentang Identifikasi Kemampuan SDA. PKDA 1 LAN Bandung. 2001

{dicskah i

Simulasi Penghitungan Kapasitas SDM

Dari keenam kriteria kapasitas
SDM di atas, dalam perhitungan kapasitas
SDM di daerah survei hanyva digunakan
kriteria pertama (proporsi jumlah pegawai
dengan  jumilah penduduk) serta dvireria
keempar (proporsi jumlah pegawai
berpendidikan S1 atau lebih dengan jumlah
total pegawai), Kedua kritera ini diberi
bobot vang berbeda, dimana kriteria kedua
dipandang dua kali lebih penting atan lebih
besar kontribusinva terhadayp kapasitas
SDM, dari pada kriteria pertama.
Selanjutnya, hasil perhitungan terhadap
kedua kriteria tadi akan dijumlahkan, dan
daerah vang memiliki angka total terbesar
secara kuantitatif dapat dikatakan sebagai
daerah dengan kapasitas SDM yang terbesar
pula Atas dasar perhitungan kedua kriteria di
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atas dapat diformulasikan Rumus Uerem
Perhitungan Kapasiras SDM sebagal berikut

[z_] [ R
- Erax * 2 Toce

Selanjutnye untuk menghi-tung
kapasitas SDM tiap-tiap daerah survai, data
obyektif vang berhubungan dengan kriteria
vang dibutuhkan, dimasukkan ke dalam
rumus umum tersebut. Adapun hasil
perhitungan masing-masing daerah dapat
dilihat sebagai berikut :

I, Kapasitas SDM Propinsi Jawa Timur

Dengan jumlah pegawai sebanyak
10792 orang, jumlah penduduk
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sebanyak 34.525.588, jumlsh pegawai 4
berpendidikan S1 atau lebih sebanyak
5108, maka Propinsi Jawa Timur
memiliki angka kapasias sebesar 0.95
seperti nampak di bawah ini.

10792

Kopasitay SOM Kabupaten Serang
Dengan jumlah pegawai scbanyak
6148 orang, jumlah penduduk sebanyak
1.631.571, jumlah pegawai berpendidikan
51 atau lebih sebanyak 975, maka Kabupaten
Serang memiliki angka kapasitas sebesar

TK :( ]_,_2[ 3108 ) 0.32 seperti nampak di bawah ini.
v 34525588 10792 e f [ 6148 ] i [ 975 )
= 0.95 mmemm 1631571 6148
2 Kapasitas SDM Propinyi Jambi = 032
Dengan jumlah pegawai sebanvak 3. Kapasitas SDM Kata Surakarta

S116 orang, jumiah penduduk sebanyak
2342725, jumlah pegawai berpendidikan
S1 atau lebih sebanyak 1584, maka Propinsi
Jambi memiliki angka kapasitas sebesar 0.62

Dengan jumlah pegawai sebanyak 2670
orang. jumlah penduduk sebanyak
546 469, jumlah pegawai berpendidikan

R O 51 otau lebih sebanyak 727, maka Kot
ity Surakarnz memiliki angka kapasitas
- [ 5116 ] 2[1534“ sebesar (1.55 seperti nampak di bawah
- — + —— Eo
uimantt | 2342725 51 |ﬁJ i S0 -
= K i =l +2 "J
062 E546469] [zsm
i Kapasitas SDM Kabwparen Kuiai = (.55
Kertanegara f
Dengan jumish pegawai sebanyak 7813 6, Kapasitas SDM Kota Bandung

orang, jumiah penduduk sebanyak
481.179, jumlah pegawai berpendidikan
S1 maw lebih sebanvak 1187, maka
Kabupaten Kutai Kertancgara memiliki
angka kapasitas sebesar 0.32 seperti
nampak di bawah ini.

7813 (1187

TK . [ Y il

- [4311?9] ,?313]
= 0.32

Dengan jumlah pegawal sebanvak
23,459 orang, jumlah penduduk
sebanyak 2.500.000, jumlah pegowai
berpendidikan S1 atau lebih sebanyak
G532, maks Kota Bandung memiliki
angka kapasitas sebesur (182 seperti
nampak di bawah ini.

- 23459

9532 )
R _[Eﬁl}ﬂﬁl}ﬂ)+z[i3459 )

= (.82
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Berdasarkan perhitungan tingkat
kapasitas SDM untuk setiap daerah, akhimya
dapat dibunt peringkat kapasitas SDM vang
dimiliki oleh daerah yang bersangkutan,
Peringkat ini dikelompokkan menjadi dua
bagian, yakni kapasitas SDM di level
Propinsi dan kapasitas SDM di level
Kabupaten / Kota. Pada level Propinsi, Jawa
Timur sedikit berada di-atas Jambi, terutama
dikarenakan dukungan pegawal vang
berpendidikan 81 ke atas. Sementara untuk
level Kabupaten /Kota, terdapat dua
kecende-rungan vakni: 1) daerah di dalam
Pulau Jawa relatif memiliki tingkat kapasitas
SDM vang lebih besar di banding daerah i
luar Jawa. 2) daerah besar relatif memiliki
tingkat kapasitas SDM vang lebih besar di
banding daerah vang lebih kecil. Secara lebih
rinci, skor dan ranking kapasitas SDM di
masing-masing daerah dapat dikemukakan
sebagai berikut;

Tabel 4
Skor dan Rangking Kapasitas SDM Daerah
Survei (Simulasi)

Daciah Sur Ranking
daerain Surven hﬂl_,J-._il;"_
Prapinsi:
Jawa Timur .95 1
Jumibn 0.62 2
Kab./Kota:
HBandung, 082 |
Surakaria 0,55 3
K utmd 032 3
Kerumiegnra
| Serang g3z_1 3

LAN Bandung, 2001 (diolah)
Sumber: Kuesioner Penelitian tentang
Identifikasi Kemampuan SDA, PEKDA |
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